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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang sangat padat penduduknya. Menurut data yang
dihimpun pada juni (Dukcapil; 2021), kepadatan penduduk Indonesia sekitar
272.229.372 jiwa. Indonesia ialah salah satu negara yang sedang berkembang
di bidang sektor dan untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan dana
pembangunan yang sangat banyak, dan dana tersebut dapat diterima dari dalam

maupun luar negeri.

Salah satu pendapatan dalam negeri adalah pendapatan dari Industri.
Pendapatan Industri adalah sebagian banyak merupakan pendapatan yang
berasal pada penerimaan perpajakan. Setiap tahun volume penerimaan non-
migas yang sebagian besar bersumber dari pajak, selalu mengupayakan untuk
terus meningkat dilakukannya penyempurnaan dan penyederhanaan, baik itu
dari dalam sistem maupun proses perpajakan. Dimana tetap memperhatikan
pinsip keseimbangan, utilitas & kenyamanan, terhadap kapasitas rakyat melalui

dalam eskalasi penyajian dan eskalasi setiapa para aparatur pungutan retribusi.

Terdapat hak & kewajiban sebagai warga negara yang tinggal disuatu
negara untuk dapat mengikuti hukum yang ada di negaranya masing-masing.
Khususnya di Indonesia, dalam sistem membayar pajak dimana sumber
pendapatan terbesar di Indonesia bersumber dari sektor pajak. Jika semua wajib
pajak siap untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, lebih banyak pendapatan
akan masuk ke industry pajak. Sebagian dari masyarakat, masih belum
menyadari bahwa tindakan kita berdampak pada perekonomian negara
(kebijakan fiskal). Melalui dari sistem pemungutan pajak kita memiliki
pengaruh sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan negara dan ini
berasal dari pajak yang harus kita bayar sendiri.
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Dan sebagian masyarakat mungkin sudah memahami mengenai pajak dan
mengenal golongan serta jenis pajak, atau bahkan sistem pemungutan pajak itu
sendiri. Lain hal-nya ada sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan
perihal pajak yang akan menyebabkan kelalaian keterlambatan dalam

membayar pajak.

Pajak Penjualan ialah Pajak suatu nilai tambah dikenakan tarif dasar pajak,
beralih pada Pajak Penjualan (PPN) mulai 1 April 1985 dan diatur ketetapan
Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1983 sebagai halnya sudah pernah
diganti dalam Peraturan Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 1994 dan
Undang-Undang Dasar No. 18 Tahun 2000 tentang PPN & PPn BM (1984).
Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak dipungut oleh negara,
dipungut kepada perseorangan yang memproduksi atas (BKP) dalam daerah
atau luar pabean. Pembayaran pemungutan PPN bagi rakyat merupakan suatu
bentuk dukungan pemerintah terhadap dana pembangunan yang terkait dengan
bidang struktur, pemasukan pendapatan negeri akan terus bertambah tinggi

dibandingkan masa lalu.

Pengusaha yang membeli komoditas produk & jasa kena pajak terhadap
basis pajak (DPP) mereka diperlakukan serupa pada pajak suatu nilai tambah &
saat melakukan membeli komoditas produk akan diproduksi atau dijual
dikenakan tarif dasar pajak produk. Pajak masukan dihitung sebesar 10% dari
harga pembelian barang & jika produk menambah 10% dari harga jual kecuali
pajak suatu nilai tambah, ini berarti pajak akan berlaku untuk periode keuangan
yang bersangkutan. Dan badan usaha tersertifikasi sebagai (PKP) wajib
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai.

Perhitungan terhadap pajak pertambahan nilai bisa dilakukan menggunakan
tata cara pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, selisih antara sesuai
tarif yang sudah ditentukan yaitu 10% atas barang, jasa baik diekspor dan
diterima. Kemudian untuk melaporkan PPN ini dibuat agar menghindari adanya
penyimpangan dari kas negara serta sebagai upaya tanggungjawab PKP
terhadap pajak yang dipotong dan diserahkan.
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Berdasarkan ketetapan undang-undang perpajakan, batas waktu
pemberitahuan dalam melapor PPN adalah akhir bulan berakhirnya masa pajak.
Menurut ketentuan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) harus dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) atau
ditujukkan pada Pemerintah Daerah setempat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

sekurang-kurangnya lambat akhir dibulan massa pajak berikutnya.

Dalam hal waktu lambat melaporkan pajak yang bersangkutan, PT. Amora
Amanda Perkasa menunaikan denda kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terdekat, yang selanjutnya akan disetorkan ke perbendaharaan atas kebijakan
Menteri Keuangan PER-08/PMK.03/2010, Menurut Pasal 7 ayat (1) KUP,
tanggal jatuh tempo SPT adalah akhir bulan bersangkutan. Jika tidak, akan
(penalti) Rp.500.000. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penelitian
penulis, sedangkan terdapat bahwa perseroan terbatas masih tidak tentu menaati
dan menerapkan peraturan KUP, contohnya terkait dengan penerapan PPN
yaitu menyetor & melaporkan pajak pertambahan nilai, ada banyak ulasan pada

perseroan terbatas tersebut.

Apalagi dikarenakan penggelapan pajak dalam artian tidak ingin kehilangan
atau kekurangan sumber daya manusia (keterbatasan atau karena perusahaan
baru), sehingga sering terjadi dalam kesalahan penghitungan menyetor dan
melapor pajak terutang. Oleh sebab itu, sebagai PKP kita harus dapat memenuhi
kewajiban kita sebagai warga negara dengan membayar pajak karena itu adalah
solusi keterbatasan dana pembangunan dan menyejahterahkan masyarakat.

PT. Amora Amanda Perkasa ialah perusahaan yang dipercayai sebagai
supplier dalam divisi finance maupun sebagai purchasing. berdasarkan survey
yang dilakukan oleh penelitian terdapat permasalahan dalam penerapan pajak
pertambahan nilai, yaitu perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyetor
& melapor pajak pertambahan nilai. Alasanya, karena berbenturan jam kirim
pada pelepasan barang terhadap customer wajib tuntas terlaksanakan. Setelah
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evaluasi membayar penalti saat menyetor dan melapor pajak pertambahan
nilainya & defisit menolak maksimum pemesanan, maka PT. Amora Amanda
Perkasa mengutamakan melaksanakan maksimum pesanan pelanggan terlebih
dahulu, oleh karena itu perusahaan harus membayar denda sebesar 2% untuk
terlambat pengajuan penyetoran dan menyelesaikan bayar penalti sebanyak
Rp.500.000,- untuk yang lambar lapor. Demikian sangat penting bagi
perusahaan atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mematuhi,
memahami dan mengetahui bagaimana menerapkan peran pajak pertambahan
nilai dalam penyetoran dan pelaporan. Demikian ini uraian dari latar belakang
diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan ilmiah akhir tersebut dengan
judul : “PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN),
PENYETORAN DAN PELAPORAN ATAS PENGADAAN BARANG PT.
AMORA AMANDA PERKASA PADA MASA TAHUN 20217

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana penerapan PPN dalam penyetoran dan pelaporan
atas pengadaan barang yang dilakukan di PT. Amora Amanda Perkasa pada
masa tahun 2021. Dan apakah sesuai dengan Ketentuan Ketetapan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai PPN dan PPn BM.

1.3.  Tujuan Penulisan KTIA

Proses penerapan pajak pertambahan nilai, penyetoran dan pelaporan atas
pengadaan barang yang dilakukan oleh PT. Amora Amanda Perkasa pada masa
tahun 2021, dan apakah perusahaan tersebut mengalami kurang bayar atau lebih
bayar serta mengalami keterlambatan setor maupun pelaporan pajak

pertambahan nilai tersebut.
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1.4. Manfaat KTIA

1.4.1. Bagi penulis
1. Untuk menambah pengetahuan untuk bekal dalam menerapkan
pengetahuan yang sudah dipelajari dan terdapat semasa dalam
perkuliahan.
2. Untuk meluaskan pemahaman dan wawasan secara dalam mengenai
tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai serta mendapat gambaran

umum secara langsung mengenai tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2. Bagi Perusahaan (PT Amora Amanda Perkasa)

Bagi perusahaan yang terkait, penelitian penulis ini diharapkan
menjadi bahan evaluasi dengan penerapan pajak pertambahan nilai,
penyetoran dan pelaporan atas pengadaan barang di PT. Amora Amanda

Perkasa pada masa tahun 2021.

1.4.3. Bagi Pihak yang lain

Hasil penulisan memberikan pemahaman atau sumbangan pemikiran yang
sedang melakukan tugas akhir perihal tentang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

1.5.  Ruang Lingkup Pembahasan

Bagian dalam pengkajian penulisan ini yakni, bertujuan agar pembahasan
penulisan ini lebih fokus pada pokok pembahasannya. Peneliti menyusun
karya tulis ilmiah akhir (KTIA) perihal akan penerapan PPN, penyetoran &
pelaporan atas pengadaan barang di PT. Amora Amanda Perkasa pada masa
tahun 2021 serta berdasarkan sesuai Ketentuan aparatur hukum dasar nomor
42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
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1.6.

Sistematika Penulisan KTIA

Untuk mencapai suatu tujuan yang terarah dan gambaran umum secara

jelas terperinci setiap topik yang akan dibahas pada sub bab masing-masing

yakni dalam penganalisaan serta pembahasan Laporan Praktik Kerja

Lapangan ini, maka penulis melakukan pembahasan yang terbagi ada 5 (lima)

sub. Pembagian dan uraian secara garis besar dalam masing-masing bab

diantaranya:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Berisi perihal membahas atau mengkaji pada latar belakang penulis
dalam memilih judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat
penulisan, serta ruang lingkup Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
TINJAUAN PUSTAKA

Berisi membahas mengenai teori-teori dan peraturan perpajakan
khususnya yang mengenai tentang pajak pertambahan nilai.
Dimana dasar-dasar teori ini yang akan digunakan untuk guna
merumuskan suatu masalah yang terjadi & menjadi dirumuskan
dalam penulisan tugas akhir.

METODE PENELITIAN

Berisi menjelaskan isi mengenai perihal gambaran umum pada
perusahan PT. Amora Amanda Perkasa serta sejarah perusahaan,
struktur perusahaan, dan kegiatan-kegiatan perusahaan, maupun

mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi penulis akan menggambarkan mengenai deskripsi umum
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (LPKL) penulis dan menjelaskan
hasil analisis pada perusahaan PT. Amora Amanda Perkasa.
Khususnya perihal atas bagaimana penerapan pajak pertambahan

nilai dalam penyetoran dan pelaporannya.
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BABYV PENUTUP
Beisi penulis memberikan suatu simpulan dari hasil Praktik Kerja
Lapangan (LPKL), masukan dimana dapat penulis sampaikan pada

sehubungan dengan hasil Praktik Kerja Lapangan (LPKL).
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